
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Salinan 

PERATORAlf DAERAB KABUPATBJf BOJOJIEGORO 
NOIIOR 20 TABUN 2011 

. TEIITAIIG 

RETRIBUSI JABA lJSAHA 

DElfGAII RABKAT TlJHAI( YAIIG 1111B11 BSA 

BlJPATI BOJONEGORO, 

llenimbang a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu 
diganti; 

KeJlglnpt 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagi,iroana diroaksud 
dalaro huruf a diatas perlu roenetapkan Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Jasa Usaha. 

1. Undang-Undang Noroor 12 Tabun 1950 tentang 
Perobentukan Daerah-daerab Kabupaten/Kota di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumnrokao pada 
tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Noroor 32 Tabun 2004 tentaog 
Pemerintahan Daerab (Lembarao Negara Tabun 2004 
Nomor 125, Tarobahao Lerobarao Negara Noroor 4437) 
sebagaimana telab diubab kedua kaJi dengan Undang­
Undang Noroor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tabun 
2008 Noroor 59, Tarobahan Lerobaran Negara Noroor 
4844); 

3. Undang-Undaog Nomor 38 Tabun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Noroor 132, Tarobahao 
Lerobaran Negara Nomor 4444); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariw:isataan (Lembarao Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Noroor ll, Tarobahao Lerobarao Negara 
Nomor 4966); 

5. Undang-undang Nomor 18 Tahuo 2009 teotaog 
Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembarao Negara 
Tahuo 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5015); 

6. Undang-Uodaog Nomor 22 Tahun 2009 tentaog Lalu 
Lintas dan Angkutao Jalan (Lembaran Negara Tahuo 2009 
Nomor 96, Tarobahao Lembarao Negara Noroor 5025); 
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7. Unclang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pe1ayanan 
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5049); 

Unclan~Unclang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perunclang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tamruman Lembaran 
Negara Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang 
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Tahun 1982 Nomor 28, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3253); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan Keuangiin Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nonior 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Ca.ra Pemberian clan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan 
Pajak Daemh clan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 119, Tam.bahan Lembaran Negara 
Nomor 5161); 

12. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Persyratan Rumah Potong Hewan Ruminansia 
clan Unit Penangiinan daging (meet rutting plant); 

14. Peraturan Oaerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tabun 
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungiin 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1988 
Nomor 5 Seri C); 

15. Peraturan Oaerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Oioas Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Oaerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Oaerah Kabupatcn Bojonegoro Nomor 6 Tahun 
2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 
2010 Nomor 6); 

De,apn Penetajuan Benama 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAB KABUPATEK BOJONEGORO 
clan 

BUPATI BOJ01'EGORO 



llenetap]am 
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IIIBKDTUSKAII: 

PERATURAl'f DABRAB TBIITAlfG RETRJBU8I JASA tJSAHA.. 

BABI 
"KE..,.l"'Ed...,l'"OAll UJIUll 

Puall 

Dalam Peraturan Daerah ini yang diroaksud dengan: 
1. Pemerintahan Daerab adalah penyelenggaraan urusan 

Peroerintahan oleh Pemerintah Daerab dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerab menurut asas Otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimak,iud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro. 
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Pcrangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

Retribusi Daerah sesuai deng,an Peraturan Perundang­
undangan yang berlaku. 

6 . Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, bail< yang melakukan usaha maupun 
ya.Qg tidak melalrukan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan J(nroanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaba Milik Negara (BUMN], atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan naroa dan dalam bentuk apa pun, 
finna, kongsi, koperasi, dana pensiun, pen,ekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisas; rnassa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, Jembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

7. Jaw adalab lcegiatan Pernerintah Daerah berupa usaba dan 
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan. 

8. Jasa Usaha adalab jasa yang disedi.alam oleb Pemerintah 
Daerab dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena 
pada dasamya dapat pula disediakan sektor swasta. 

9. Retribusi Jasa Usaba adalah pungutan daerab sebagai 
pembayaran atas jasa yang d;"Cdiakan oleb pemerintah 
daerab dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

10. Wajib Retribusi adalab orang pnoadi atau Badan yang 
menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
terroasuk pemungut atau pemotong retnousi jasa usaha. 

11. Masa Retribus; ada lab suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
memanfaatkanjasa dari Pemerintah Kabupaten. 
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12. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan Daerab yang 
benvujud yang dimiliki d.an atau dik:uasai Daerah, baik 
yang bergerak maupun yang tidak be.lgerak beserta bagian­
bagiaonya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang 
dapat dinilai, dilritung , diukur atau dilimbang tennasuk 
hewan dao tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat 
berharga Jainnya. 

13. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergcrak di jalan, 
yang terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak 
bermotor. 

14. Kendaraao Bermotor adalah setiap kendaraao yang 
digera.kkan oleh peralatao mekanik berupa mesln selain 
kendaraan yang berjalan cliatas rel. 

15. Sepeda Motor adalah Kendaraao Bermotor beroda dua 
dengao atau tanpa rumah-rumah dan dengao atau tanpa 
kereta samping atau Kend.araan Bermotor beroda tiga tanpa 
rwnah-rumah. 

16. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan 
orang yang memiliki tempat duduk maksirnaI $ (dclapan) 
orang, termasuk untuk pengemudi atau yang bcratnya 
tidak lebili dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram). · 

17. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang 
yang !l'lerniliki tempat duduk lehih dari 8 (delapan) orang, 
termasuk untuk pengemudi atau bcratnya lebih dari 3.500 
kg (tiga ribu lima ratus kilogram). 

18. Mobil Baraog adalah setiap kendaraao bermotor seisin dari 
yang termasuk dalarn sepeda motor, mobil penumpang dao 
mobil bis. 

19. Parkir adalah keadaan Kendaraao berbenti atau tidak 
bergerak untuk beberapa saat dan ditioggalkao 
peogemudioya. 

20. Retribusi Rumah Potoog Hewan adalah pungutan retribusi 
sebagai pembayaran atas pelayanao pernakaian fasilitas 
rumah pemotongan hewan yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah. 

21. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan yang 
didesain tertentu digunakao sebagiri t.empat memotoog 
hewan selain unggas bagi koosumsi masyarakat luas. 

22. Usaha Pemotoogao Hewan yang selaojutoya disebut RPH 
adaiab suatu baoguoao dengan disaio terteotu yang 
digunakan sebagai ternpat bagi masyarakat umum .. 

23. Pariwisata adalab berbagai macam kegiatan wisata dan 
didukung beibagai fasilitas serta layaoan yang (lisediakan 
oleb masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah 
daerah. 

24. Daya Tarilt Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki 
keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 
keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan basil buatan 
manusia yang menjadi sasaran atau tujuao kunjungan 
wisatawan. 

25. Usaha pariwisata adalab usaha yang menyediakan baraog 
dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 
penyelenggaraan pariwisata. 
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26. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Olah Raga 
adalah pemungutan yang dikenakan terhadap orang 
pnl>adi, kelompok orang atau badan dan atau keodaraan 
serta perl~Tlgkapao wisata yang dioawa masuk ke tempat 
rekreasi dan/ a tau olah raga. 

27. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalab tempat tertentu 
yang digunakan sebagai wisata/rekreasi dan/ atau olah 
raga bagi masyarakat umum. · 

28. Surat Setoran Retribusi Oaerah yang selanjutnya disingkat 
SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retnousi 
yang tclah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 
telah dilakukan deogan cara lain ke kas daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRO adalah surat ketetapan retnousi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayer yang 
sclanjutnya disingkat SKROLB adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan jumJah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
daripada rctnousi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

31. Surat Tagibao "Rctribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 
denda. 

32. Pcmeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profe,rional berdasarkan 
suatu · standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuban kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka "''"Jaksaoakan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah. 

33. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Oaerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi 
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

BABB 
RETRIBtJSI JASA USABA 

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 
a. Retribusi Rumah Potong Hewan; 
b. Retnousi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; 
c. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan 
d. Retribusi Te;npat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 
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BABm 
RETRIBU8I RUIIAII POT01'G BEWAIi' 

Bagl•n K.eeatu 
!fame, Objelt den Sabjelt Retrllrnsi 

Peeel 3 

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut 
retnousi atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong 
Hewan oleh Pemerintah Kabupaten. 

(1) Objek Retribusi Rumah Potoog Hewan adalah pelayanan 
penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan temak 
termasuk pelayanan pemer,lcsaao kesehatao bewan 
sebelum dan sesudah dipotong. yang disediakao. dimiliki, 
dan/ atau dikelola Pemerintab Kabupaten. 

(2) Dikecua.lika.o dari Objek Retribusi sel"\gaimaoa dimaksud 
pada ayat (1) adalah pelayanan peoyediaao fasilitas rwoah 
pemotongan hewan temak yang dise<Uakan, dimiliki. 
dan/atau dikelola oleh, BUMN, BUMD, pihak swasta, 
kepentiogan bari besar keagamaao dan upacara adat. 

Peeel 5 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh pelayaoan dan/atau tnPOik:roati/memakai fasilitas 
rumah potong bewao ternak yang disediakao, dimilik, 
dan/ atau dikelola Pemerintab Kabupateo. 

Pue1 6 

Wajib Retnousi adalah orang pribadi atau &dan yang 
diwajibkan oleh Peraturan Daerab ini untuk membayar 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotoog retribusi. 

Bagl•n Kedna 
Cera Mengul<nr Tmgket Penun- Jua. Prinaip den 

Suaran DaJam Penetapen St:mld:m Besanaya 
Terif Retrilraai 

Pue1 7 

Tiogkat peogguoaao jasa diukur berdasarkan jeois pelayanao, 
jeois fasilitas danjenis bewao teroak. 

Peeel 8 

(1) Priosip dan sasaran dalam penetapan struktur dan 
besamya tarif retribusi rumah potoog hewan dimak,n1dkan 
untuk memperoleh keuntuogim yang layak. 
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(2) Keuntungan yang layak !"'bagairnaoa d.imaksud pada ayat 
(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan 
jasa rumah potong hewan tersebut dilakukan secara efisien 
dan beroriei.,.tasi pada harga pasar. 

Basl•o Kedp 
Struktar clan 11eun,.,,_ Tuff'Retriln:ud 

Pual 9 

Struktur dan besamya tarif !"'bag;,frnaoa dirnaksnc! pada ayat 
(1) ditetapkan sebagai berikut: 

lfo. JemsTeraalt 
Teri! ......, 

l 2 3 

l. Sapi, kerbau, kude. (betioa tidak 55.000,00 /e'tror 
nrodnlmn 

2. Sa--' kerban Jruda liaotaol 20.00000 7 ekor 

3. Kambinl'. domba 5000.00 ' e'tror 
4. Babi 45.00000 / ekor 

BaglaDKeempat 
Kua dan Saat Retriln:ud TeftltaDC 

Pual 10 

Masa rctribusi adalah ba.tas waktu bagi Wajib rctribusi untuk 
mernanfaatkan pelayanan pemakaian fasilitas rumah potong 
hewan yang larnanya sama dengan jangka waktu pemberian 
pelayanan fasilitas rumah potong hewan. 

Pual 11 

Retribusi rumah potong hewan yang terutang dalam masa 
retnl>usi terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan 
penyedfaao fasilitas rumah potong bewan atau sejak 
diterhitkan SKRD. 

BABIV 
RETRIBUSI TBIIPAT RE.K:RBASI DAIi OLAH RAGA 

Basl•n~tu 
lfwma. Objek dan Sabjek Retriln:ud 

Pual 1:2 

Dengan nama Retribusi pelayaoan Tempat Rekreasi dan 
Olahraga dipungut rctribusi atas pclayaoan/penyediaan 
tcmpat rckreasi, pariwisata dan olah raga yang dirniliki, 
dan/ atau dikelola oleh Pernerintah Kabupaten. 
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Pual 13 

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalab 
pelayanan tempat rekrea.si/pariwisata dan tempat olah raga 
yang dise<liakan, dimililci dan/atau dikelola oleb 
Pemerintah Daerah berupa fasilitas yang berada dilokasi: 
a. Waduk Pacal; 
b. Pesanggrahan dan Pemandian Taman Tirta Dander; 
c. Taman Rekreasi Kayangan Api di l{ecametl\Il Dander, 

(2) Dikecuelikan dari objek Retn"busi sehagairoeoa <limaksud 
pada ayal (1) edeleb pelayanan tempat rekreasi, pariwisata 
dan olah raga yang disediakao, dimiliki, dan/atau dikelola 
oleh Pemerinteh, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan 
pibak swasta. 

Pual 14 

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau bedan yang 
menggunakan/,-nerolaneti peJe;yenan tempat rekrea.si, 
pariwisata dan olah raga dari Pemerintah Kabupaten. 

(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah 
orang pribadi atau badao yang menurut Peraturao 
Perudaog-Undangan Retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayarao retribusi termasuk pemungut atau 
pemotoog retribusi teropat rekreasi dan olah raga. 

&oei•D Kad,aa 
Cara llengnlmr Tinpat ~ Jua. PdlUlip dan 

Sasaran Dal.■m Peaet■pan 8tnlktnr Besam.:,a Tllrlf 
Retribuai 

Pual 15 

Tlngkat penggunaan jw,a diukur berdasarkan frekuensi, jeois 
dan jangke wektu layanan tempat relacasi, pariwisata dan 
olah raga. 

Pual 16 

(1) Prinsip dan sasaran dalatn pcnetapan struktUJ" dan 
besemya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 
diroaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaixnana diroeksud pada eyat 
(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan 
jasa tempat rekreasi dan olah raga tersebut dilakukan 
secara efisieo dan berorieotasi pada harga pasar. 
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Bael•n Ketlp 
Struktur clan -..a:,a 1'lldl Retrllnui 

Pual 17 

(1) Struktur clan besarnya tarif berda,sarkan daya tarik Wisata. 

(2) Struktur dan Besamya Tarif d itetapkan sebagai berikut 

1'0- 11'.elompok Obje)< RA>trinm 
Betlanl:,a 
Retribum 

1 2 3 

1. Wadult Pacal: 
a. Setian o--tt dikenakan retnl>Usi 

• Dewasa - 3.000 00/hari 
• Anak l<hl>awah umur 12 tahun' - 2.000 00/hari 

b . Rctribusi Parkir 
• Se....,,· - 500 00/hari 
- Kendaraan Bennotor Berroda Rp. 1.000,00/hari 

=·-· 
- Kcndaraan Bermotor Bcrroda 4 Rp. 2 .000,00/hari 

(Empat} atau lebih 

2 . KoJam RA>nanc c1an Taman Tlrba 
Dander : 
a. Setiap oraog dikenakan retribusi 

masuktaman 
- Dewasa -- 1.000 00 • " ..,..; 
• Anak ldibawah umur 12 tahunl ""· 500 00/hari 

b . Sctiap orang dikcnakan retnl>usi 
untuk masuk dian/kolam 
• Dewasa - 3.000 00/hari 
- Anak 'dibawah umur 12 tahunl ,,.,_ 2 .000 00 /hari 

C. Retribusi Parkir : 
. .... _ 500 00/hari 
• Kcndaraan Bermotor Bcrroda 2 Rp. 1.000,00/hari 
,,., ... , 
• Kendaraan Bcnnotor Bcrroda 4 Rp. 2.000,00/hari 
""-"•ti atau Jebih 

3. TamanRdcreaa!Ka -- : 
a. Sctian Oran" dikenakan retribusi : 

• Dewasa Ro. 3.000 00/hari 
• Anak ldtl>awab umur 12 tahuol -. 2 .000 00/hari 

b . Rctribusi Pm1<ir : 
• "--'a Ro. 500 00/hari 
- Kendaraan Bermotor Berroda 2 Rp. 1.000,00 /hari 

!Dual 
• Kcndaraan Bermotor Bem>da 4 Rp. 2 .000,00/hari 

fEmn•tl atau lebih 

(3) Untuk rombongan tertentu (diatas 20 orang) diberikan 
potongan/keringanan retribu si sebesar 10%. 
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BABV 
RETRIBtJSI TEIIPAT KHIJSIJS PARKIR 

Bectan K ta 
Nama, Objek clan SaJrjelt Retrlbaal 

Pual 18 

Dengan ruuua Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut 
retnousi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir 
oleh Pemerintah Kabupaten. 

Pual 19 

(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan 
tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki tlan/atau 
dikelola oleb Pemerintah Daerab. 

(2) Objek Retribusi Tcmpat Khusus Parkir scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Sepeda; 
b. Kcndaraan Bennotor beroda 2 (Dua); 
c. Kendaraan Bennotor bemxla 4 (Empat); 
d. Kendaraan Bennotor bemxla Lebih dari 4 (Empatj. 

(3) DiJ<('rnalikan dari objek Retribusi adaJah pelayanan tempat 
khusus parkir yang discdiakan, dimiliki, dan/ atau dikelola 
oleb Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan 
pihak swasta. 

Pual20 

(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adelab orang 
pribadi atau badan yang menggunakan atau menilanati 
pelayaoan penyediaan fasilitas di tempat Khusus Parkir. 

(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parl6r ada]ab orang pribadi 
atau ba.dan yang menurut Peraturan Perudaog-Undangan 
Retribusi diwajibkao untuk melakukan pembayaran 
retnousi tennasu.k pemungut atau pemotong retribusi 
tempat Khusus Parkir. 

Begiea1ledaa 
Cara llepCll)mr Tmpat J'eDaaDaul Jaa, Priaaip clan 

Sasua,, 0-Jam Peaetapam 8traktm Beam.ya 
Tarif Ret:rilnud 

Pual21 

Tingkat penggunaan jasa · diukur berdasarkao frekuensi, 
jangka waktu penggunaan fasilitas danjenis kendaraan. 

Pual22 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan 
bcsarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parl<ir 
dirnalcsn<lkan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 



- II -

(2) Keuotungan yang layak sel:>agairnaoa dirnaksnd pada ayat 
(1) adalah keuntungao yang diperolch apabila pelayanan 
jasa ternpat khusus parl<ir texsebut dilakukan secara 
efisien dan bcrorientasi pada harga pasar. 

Bagl•a Ketip 
Strnktur dam Beam.ya Tull Retrilnw 

Pual23 

Stnlktur dan Besamya Tarif ditetapkan sebegai bcrikut: 
a. Sepeda sebesar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) uotuk k:urun 

waktu 1 sampai dengan 2 jam, lebih dari 2 jam sebesar 
Rp. 1.000; (Seribu rupiah); 

b. Kendaraan Bermotor bcroda 2 (Dua) sebcsar Rp.1.000,­
(Seribu rupiah) uotuk kurun waktu 1 sampai dengan 2 
jam, lebih dari 2 jam sebesar Rp. 2.000; (Dua ribu rupiab); 

c. Kcndaraan Berrnotor bcrroda 4 (Ernpat) sebcsar Rp.2 .000,­
(Dua ribu rupiah) uotuk kurun waktu 1 sampai dengan 2 
jam, lebih dari 2 jam sebcsar Rp. 3.000; (l'iga ribu rupiah); 

d_ Kendaraao Berrnotor berroda Lebih dari 4 (Empat) sebesar 
Rp.3.000,- (Tiga nbu rupiah) untuk kurun waktu 1 sampai 
dengan 2 jam, lcbih dari 2 jam sebesar Rp. 5.000; (Lima 
ribu rupiah). 

Pual24 

(1) Masa retribusi adalah jangj<:a waktu tertcntu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi uotuk 
tn"10aofa.at.lcan fasilitas ternpat parkir khusus. 

(2) Retnbusi terutang dalarn masa retribusi tcrjadi pada saat 
pelayanao tempat parkir khusus dan jatuh tempo scjak 
SKRD atau dolrurnen lain yang dipersamakan. 

BAB VI 
RETRIBUSJ TBIIPAT PBl'l'GJNAPAB/ PBSAJIGGRABAif/VlLLA 

BACl•a~m 
l'fama, Snbyek, dam 01,yeJt Retrflnaal 

Pual25 

Dengan nama Retribusi Ternpat Penginapan/Pesanggrahan/ 
Villa, dipungut retribusi alas peleyanan Tempat Penginapan/ 
Pesanggrahan/Villa yang diSf>diakan, dirnilik:i dan/ atau 
dikelola oleh Pernerintah Kabupaten_ 

Pual26 

( 1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 
adalah pela~ ternpat Penginapan/PesanggrahanfVtlla 
yang disediakan, dirnililci dan/ atau dike Iola oleh 
Pemeriotah Daerah. 
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(2) Dikerualikao t1ari objek Retnlmsi adalah pe}ayanan tempat 
kbusus Penginapan/Pesanggrahan/V-illa yang disediaknn, 
diroiliki, dao/atau dikelola olch Pemerintab, Pemerintab 
Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Pual27 

Subyck Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
mcnggunakan fasilitas tempat pengioapan/pcsanggrahao/villa 
milik Pemerintab Kabupaten. 

Pual28 

Wajib Retribusi tcmpat Pengioapao/Pcsanggrahao/Villa 
adalah orang pribadi atau badan yang menurut Pera.turan 
Peruodaog-undangan retribusi di wajiblcan untuk roelakukao 
pembayaran. 

Bap•u~pat 
Cua llengakar fingb.t Pengg,uwm Jaa, Prlnslp clan 

Suaran dalaJn Peuetapan Struktar Beearnya Tuip retribuai 

Pual29 

Tinglcat penggunaan jasa tcmpa.t Penginapan/Pesanggrahao/ 
Villa diukur berdasark.an jenis fasilitas, lokasi dan jangka 
waktu reroakaiao penginapan/pesanggrahao/villa. 

Pual 30 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dao besaran 
tarif retribusi tcmpat peoginap:,,n/pesanggrahao/villa 
dimaksud.kan untuk memperoleh keuntungan yang layak; 

(2) Keuntungan yang layak sebagairoaoa sebagairoan'l pada 
ayat (1) adalah keuotuogao yang diperoleh apabila 
pelayaoao teropat penginapan/pesanggrahao/villa. 

BacJan KeHrns 
Straktnr clan Besanaya Tuif Riotribuai 

Pual 31 

(1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah tempat 
Penginapan/Pesaoggrahao/Villa; 

(2) Struktur dao besaroya tarif seb>\gairoaoa diroaksud pada 
ayat (I) ditetapkan sebagai berikut : 

JJo. Jenla Tut!"'-' 
1 2 3 

l. P=ginapan 
50.ooo,oo / per kBmM I 
-hari 

2. Pesan /Aula 350.000 00 ,,_. hari 
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Pual32 

Masa retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adaJah 
jangka waktu yang lamanya sama dcngan jangka waktu 
penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa. 

Pual33 

Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang 
terutang terjadi pada saat penggunaan ~ tempat 
penginapan/pesanggrahan/villa atau sejak diterbitkan SKRD 
atau dokumen Jain yang dipers,,makan. 

BAB VD 
WILAYAR PBIIUJfGUTAlf 

Pual 34 

Golongan Retribusi Jass Usaha dipungut diwilayah Kabupaten 
Bojonegoro. 

BAB VIll 
TATA CARA PEKIDIUlluAlf RBTRIBtJSI 

Pual 35 

Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung dengim cara 
mengalikao Tarif Retnl,usi dengan Tinglcat Penggu.naao Jass. 

BAB IX 
TATA CARA PEKU1'GUTAlf 

Pual 36 

(1) Retribusi Jasa Usaha dipungut dengan menggunakan 
SKRD atau Karcis. 

(2) Pembayaran Retribuls yaog tcrutaog dilalrukan secara 
tunai, sekaligus den seketika. 

Pual 37 

(1) Pembayaran Retnl,usi Jasa Usaha 
dilaksanakan di Kas Umum Daerah. 

yang terutang 

(2) Da1aJn hal pembayaran retribusi Jasa Usaha yang 
terutang dilaksanakan ,ti tempat Jain yang ditentukao oleh 
Bupati, hasil pembayaran retribusi disetor secara bruto 
ke Krul Daerah dalam jangka wa ktu 1 x 24 jam pada 
setiap hari kerja. 

(3) Setiap penerimaan atas pembayaran retribusi yang 
terutaog di bukukan den diberi Surat Setoran Retribusi 
Daerah (SSRDJ sebagai tanda Bukti Pembayaran .. 
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Pua1 38 

Tata cara Pembayaran, penyetonm. dan tempat pembayaran 
lebih lanjut diatur dalatn Peraturan Bupati 

BABX 
8A1IK.8I ADIIIlflSTRATIF 

Pual39 

Dalam ha! Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
adroiniAtratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap 
bulao dari Retribusi terutaog yang tidak atau kurang bayar 
dan ditagi.h dengan menggunakan STRD. 

BABXI 
TATA CARA PBIIBAYARAJI 

Pua1 40 

(1) Pcmbayaran Retnbusi terutaog harus dilunasi sekaligus. , 

(2) Retnbusi terutaog diluoasi sclarobat-lambatnya 30 (tiga 
pulub) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain 
yang di!)"rsa roakao 

(3) Retnousi dibayarkan pada instansi atau pejabat berwenang 
yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati. 

(4) Tata Cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

BABJIJI 
PENAGIBAJI' 

Pua1 41 

(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD clan 
didahului dengan Surat Teguran. 

(2) Pengeluarao Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang 
sejeois sebagai awal tinda.kan pelaksanaao penagihao 
Retribusi dikeluarka.n segera setelah 7 (tujuh) hari sejak 
jatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalain jaogka waktu 7 (tujuh) bari setelal> taogga) Surat 
Tegurao/Peringatan/Surat Jain yang sejeois, Wajib 
Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. 

(4) Apabila dalam jangka waktu sehagaimaoa dimaksud pada 
ayat (3) retribusi yang terutang belum dilunasi, maka 
ditagi.h dengan roenerbitkan STRD. 

(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejeois 
sebagairoaoa diroaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
Pejabat yang ditunjuk. 
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BABXJII 
PBIIIAlfJ'AATAJJ 

Pual 42 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis 
retribusi diufaroakao uotuk mcndanai kegiatan yang 
berkaitan laogsung dengan penyelcoggaraan pelayanan 
yang bcrsangkutan. ' 

(2} Ketentuan mcngenai alokasi pcmanfaatan pencrimaan 
retribusi seMgairoana diroaksud daJam ayat {l} ditetapkan 
deogan Anggaran Pendapatan dan Belaoja Oaerah. 

BAB XIV 
HEBEMTAJJ 

Pual 43 

(1) Keberatan harus diajukan dalam jangka waJrtu paling Jama 
3 (tiga) bulan sejak taoggaJ SKRD diterbitkao, kecuali jika 
Wajib Retribusi terteotu dapat meouojukkan bahwajang)m 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di Juar 
kekuasaannya. 

(2) Keadaan di Juar kekuasapnya sebagaimaoa dimaksud pada 
ayat (l} ada!ab suatu keadaao yang terjadi di Juar 
kcbendak atau kckuasaan Wajil> Retnl>usi. 

(3} Peogajuao keberatao tidak meouoda kewajiban membayar 
Retn'busi dao pclaksanaan penagibao Retn'busi. 

Pual 44 

( I J Atas kewenaogao yang dimihlri Bupati dapat memberikao 
keringaoan, peogurangan, dao pembebasan dalam hal • 
bal rerteotu atas pokok Retnl>usi dao/atau sanksinya. 

(2} Keringanao, pengurangao ciao pembebasan ~bagairoA'\8 
diroaksud ayat (1) dJl>erikao deogan melihat kemampuao 
Wajib Retribusi. 

(3} Bupati dapat memberikao pengurangan , keringanao dan 
perobebasan rctribusi. 

(4) Pcogurangan dao keringaoan .,,.hagairoaoa rlimaksud pada 
ayat (I} diberikan deogan memperbatikao kemampuan 
Wajib Retribusi. 

(S) Dalam hal pembebasan retribusi yang terutang 
sebagaimaoa diroaksnd pada ayat (1) diberikan dengao 
mempcrbatikan fungsi objck retribusi. 

(6) Tata cara pengajuao keringanao, pengurangao dao 
pembebasao retribusi seba8aimaoa dimaksnd pada (1) 
diatur lebih laojut dengao Pcraturao Bupati. 
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Pual4S 

(1) Bupati dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan 
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan 
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah 
besarnya Retribusi yang terutang. 

(3)Apabilajangka waktu sebagaimana dirnalaind pada ayat (1) 
tclah Jewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

Pual 46 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan 
dengan ditambah imbalan bungll sebesar 2% (dua persen) 
sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagairnaoa dirnaksud pada 
dihitung sejak bulan !)f'hroasan sampai 
diterbitkannya SKROLB. 

BABXV 

ayat (1) 
dengan 

PENOEMBALIAlf KEI EBTBA1' PBIIBAYARAK 

Pual 47 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi 
dapat rnengajukall permohonan pengembalian kepada 
Bupati. 

(2) Bupati dalarn jangka waktu paling lama 6 {enam) bulan, 
sejak diterimanya permohonan pengcmbalian kelcbihan 
pernbayaran Rctn'busi sehagaimana dimaksud pada ayat 
(1), harus ~emberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dirnaksrn:I pada ayat (3) 
telah dilarnpaui dan Bupati tidak rncmberikan suatu 
keputusan, permohonan peng,.-mbalian pembayaran 
Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB barus 
ditcrbitkan dalarn jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mcmpunyai utang Retribusi 
Jainnya. kelebihan pernbayaran Retribusi sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kclcbihan pembayaran Retribusi 
sei),\gaimana diroaksud pada ayat (1) dilakukan dalarn 
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKRDLB. 
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(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retnousi 
diJalrukan setelah lewnt 2 (dual bulan, Bupati memberikan 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas 
keterlambat.an pembayaran kelebihan pembayaran 
RetnousL 

(7) Tata ca.ra pengembalian kelebihan pembayaran Retribusj 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB XVI 
KADALUWARSA PEJfAGIIIAII' 

Pual 48 

(I) Hak untuk melakukan penagjhan Retribusi menjadi 
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 
terbitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika 
Wajib Retribusi melaku.kan tindak pidana di bidang 
RetribusL 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang 
dirnaksud pada ayat (I) tertangguh jil= 
a. diterbitkan SUrat Teguran; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retrib~si, 

baik langsung maupun tidak langsung. 

(3) Oalam ha! diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) huruf a, ked.aluwarsa J>"')agiban 
dihltung· sejak tanggal diterimanya SUrat Teguran tersebut 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimaoa 
dirnaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusj 
dengan kesadarannya rnenyatakan masih mempunyai 
utang Retribusi dao belum mehmasinya kepada Pemeriotah 
Kabupaten. 

(5) Pcngakuan utang Retribusi secara tidak langsung 
-bagaimaoa diroak:st,d pada ayat (2) huruf b dapat 
dikctahui dari pengajuan pcrmohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberat.an oleh 
Wajib Retribusi. 

Pual 49 

(I) Piutang Retribusi yang tidak mwigkin ditagih Jagi karena 
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan. 

(2) Bupati roenetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 
Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Tata cara : penghapusan piutang Retribusi yang sudah 
kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 
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BABXVII 
PElOIUAtJAlf TARD' RETRJBtJSI 

Pual 50 

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling Jama 3 (tiga) tahun 
sekali. 

(2) Peninjauan tarif Re1ribusi S"bagairnana dirnaksud pada 
ayat (1) dilaloJkan dengan mcmperbatikan indeks harga 
dan perkembangan ekonorni. 

(3) Penetapan tarif Re1ribusi sebag;ai peninjauan tarif 
sebagaimana dirnaks>td pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. . 

BABXVID 
m·0m-·"'n""1 PEIIUll'GtJTAlf 

Pual 51 

(1) SKPD yang u,rlaksanakan pungutan Retnbusi Daerah 
dapat diberikan insentif atas dasar penca.paian kinerja 
tertentu. 

(2) Pcmberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui APBD tahun yang bersangkutan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut meng,,nai tata cara pernberian dan 
pernanfeatan insentif sebegairnana dirnaksnd pads a.yet (1) 
diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedornan pada 
Peraturan Perundang-uni:langan yang berlaku. 

BAB XIX 
u ..... ~.·EN-1-oil PIDANA 

Pual 52 

(1) Wajib Retribusi yang tidal< ~elaksaoakan kewajibannya 
sehingga merugikan k:eusngan Daerah dianca.rn pidana 
kurungan paling Jama 3 (tiga) bulan atau pidaoa denda 
paling banyak 3 (tiga) kali jurnJah Retnl>usi terutang yang 
tidak atau kurang dll>ayar. 

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

(3) Denda sebagairnaoa dirna\cs11d pada ayat (l) merupakan 
penerimaan negara. 
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BAB:XX 
PEIIYlDIKAII 

Pual 53 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diberi wewenang khusus 
scbagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana di bi~ Retribusi Daerah. 

(2) Penyidik srbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
ptjabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenang scsuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Wewcnang Penyidik sebagaimSJll\ dimakst1d pada ayat (1) 

adalah: 
a. menerima, mcneari, mengumpulkan, dan meneliti 

kcterangan atau laporan berkenaan dcngan tindak 
pidana di bidang Retribusi Daemh; 

b . meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana Retribusi Daerah; 

c. meminta ketemngan dan bahan bukli dari orang pribadi 
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di 
bidang Retribusi Daerah; 

d. memeriksa bulru, catatan, dan dokumen Iain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

e. melakukan pcnggeledaban untuk mcndapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terbadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang 
Retribusi Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangi,n atau tempat pads saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana Retribusi Daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melalrukan tindakan Jain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang Retnlrusi Daerah 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Pcrundang­
undangan yang berlaku. 

(4) Penyidik sebagaimana diroaksud pada ayat ( 1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan basil penyidllc:aooya kepada penuotut 
umuro melahri Penyidik Ptjabat Palisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuao yang diatur dalam 
Undang - Undang Hukuro Aca.ra Pidana. 
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BABXXI 
KETEMTUA!f PERALIBAJr 

Pual54 

Pacla saat Peraturan Oaerah ini bcrlaku, Rctribusi yang masih 
terutan_g berdasarkan Pcraturan Dacrah yang telah ada, masih 
dupal ditugih scluma jangka waktu 5 (lima) tahun lcrhitung 
sejak saat terutang. 

BAB:XXU 
KETENTUAII PElt1JTUP 

Pual 55 

Pad.a saat Peratur-.m Oaerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Oaerah d.ibidang rclribusi Jasa Usaba dicabut dan ctinyatakan 
tidak bcrlaku. 

Pasal 56 

Hal-hal yang bcl um diatur dalam Pcraturan Daerah inl 
sepanjang mengenai pclaksanaanya a.kan diatur lebih lanjut 
dcngan Per-<tturan Bupati. 

Pual 57 

Peraturan Daerah i.n.i mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2012. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahk:an 
pcngundangan Peralur-<tn Daerah ini dengan J)('ncmpatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabu paten Bojonegoro. 

Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggaJ 10 Nopetnbcr 2011 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 10 Nopember 2011 
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